
 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1 

Telp. 0541 - 661832, 663880, Fax : 6669032 Email : dinas.pmd.kukar@gmail.com 
 

 
 

  Tenggarong, 03 Oktober 2025 

Nomor : ${nomor_naskah}   
Sifat : Penting   
Lampiran : 1 (satu) Berkas   
Hal : Usulan Prioritas Perubahan Anggaran Tahun 2025 

 
Kepada  
Yth.  Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku TAPD   
di- 
         Tenggarong 

 
 Berdasarkan surat kami yang kami tujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara  tanggal 22 September 2025 Nomor : P-531/SET.DPMD/900.1.2.4/09/2025 

hal : Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025, yang kemudian mendapat disposisi dan 

diarahkan kepada Kepala BPKAD.  

 Bahwa usulan kami dimaksud belum dapat diakomodir, namun terkait dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat kegiatan fasilitasi proses 

Pemekaran Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilanjutkan prosesnya dari Desa Persiapan menjadi Desa 

Definitif pada rencana 7 (tujuh) proses pemekaran desa. Adapun proses penetapan desa definitif 

harus melalui fasilitasi dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan 

Informasi Geospasial (Bogor) dan Kementerian Dalam Negeri (Jakarta). Mengingat 

ketersediaan dana untuk kegiatan fasilitasi masih kurang maka perlu dilakukan penambahan 

anggaran agar proses pemekaran dapat tetap berlanjut. Dan yang kedua adalah kekurangan 

penganggaran untuk honorarium PA, KPA, BP dan BPP. Untuk itu kami perlu melakukan 

pergeseran/perubahan Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lebih mengutamakan 

pencapaian target dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. 

 Sehubungan hal tersebut diatas, mengingat urgensi proses pemekaran desa pada 7 desa 

persiapan menjadi desa definitif ini, kiranya dapat menjadi pertimbangan dan mohon persetujuan 

Usulan Prioritas Anggaran Perubahan Tahun 2025 (sebagaimana daftar terlampir). 

 Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenan 

diucapkan terima kasih. 

  

 

 

 

 Tembusan, Kepada Yth : 

1. Kepala BPKAD  Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong (Sebagai Laporan); 
2. Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong; 
3. Arsip 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

P-570/SET.DPMD/000.7.5/10/2025

${ttd}
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                        Daftar Usulan Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025  

          
          

No 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Satuan 

P-RENJA SEMULA P-RENJA MENJADI Selisih 
Alasan Perubahan  

K Rp K Rp Rp 

1 PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (AKIP) Nilai 75   75       

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran  
SKPD 

Laporan 12 199.160.000 12 214.160.000 
          

15.000.000  

Kekurangan 
Honorarium PA, KPA, 
BP dan  BPP 

2  PENATAAN DESA Prosentase Desa yang memiliki Tata 
Ruang Desa Persen 25,91   25,91       

2.1.1 Pembentukan, 
Penghapusan, 
Penggabungan, dan 
Perubahan Status Desa 

Jumlah Desa yang Melakukan 
Pembentukan, Penghapusan, 
Penggabungan dan Perubahan Status 
Desa 

Desa 7 178.361.720 7 341.000.000 
        

162.638.280  

Kekurangan 
Anggaran 
Pelaksanaan 
Pemekaran 7 Desa 
dan 1 Kelurahan  

4 ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA 

Persentase Desa Tertib Administrasi 
Pemerintahan Dalam Kategori Baik Persen 90 

  

90 

    

  

Persentase Pertumbuhan 
Pendapatan BUMDesa 

Persen 10 10   

4.1.3 Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Dokumen 5 7.242.726.124 5 7.065.087.844 
       

(177.638.280) 

Pengurangan Pagu 
yang dialihkan ke 
Sub Kegiatan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan dan 
Pembentukan, 
Penghapusan, 
Penggabungan, dan 
Perubahan Status 
Desa 

  Total 7.620.247.844   7.620.247.844 
                           
-  
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL 

BINA PEMERINTAHAN DESA 
                         Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan Telepon (021) 7942373-74 

                           Fax. 7942374 Website: binapemdes.kemendagri.go.id 

 

 

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Desa (Pemekaran Desa): 

 

Tanggal checklist :  

Nomor Surat :  

Provinsi :  

Kabupaten :  

Kecamatan :  

Desa Induk :  

Desa Persiapan :  
 

           

NO PERSYARATAN ADA TIDAK KETERANGAN 

Desa 

1 

Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa 
   

a.​Berita acara    

b.​Notulen     

c.​Daftar hadir    

d.​Undangan    
 

Desa Persiapan 

2 
Laporan perkembangan pelaksanaan Desa 

persiapan per semester 
   

 

Kabupaten/Kota 

3 
Surat Keputusan Tim Pembentukan Desa 

Persiapan Kab/Kota 
   

4 
Verifikasi dan Rekomendasi Tim Pembentukan 

Desa Persiapan Kab/Kota 
  

 

  
a.​Evaluasi tingkat perkembangan 

pemerintahan Desa 
   

 
b.​Verifikasi Jumlah penduduk Desa induk*    

  c.​Verifikasi Jumlah penduduk Desa 

Persiapan** 
   

  
d.​Perbup Peta Batas Desa Induk***   

 

 e.​ Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas 

Desa Form 7  
  

 

 
f.​ Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis BIG   

 

  g.​Peta Batas Desa Persiapan***    

  h.​Rekomendasi yang menyatakan layak 

tidaknya dibentuk desa persiapan. 
   

5 Peraturan Bupati/Wali Kota Desa Persiapan    

6 Kode Register Desa Persiapan Dari Gubernur     

7 
SK Bupati/Wali kota Tentang Pengangkatan Pj. 

Kades persiapan 
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8 

Dokumen Hasil Kajian dan Verifikasi Tim yang 

menyatakan Desa persiapan layak menjadi desa 

berdasarkan laporan Pj. Kades persiapan 

  

 

9 Ranperda Pembentukan Desa paling sedikit 

memuat: 
  

 

 

a​ Nama Desa/Kelurahan lama dan baru;     

b.​Nomor kode desa/kelurahan yang lama;     

c. Jumlah penduduk;     

d. Luas wilayah;     

e. Cakupan wilayah kerja Desa baru    

f. ​Peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.     

10 

Surat Penyampaian Ranperda tentang 

Pembentukan Desa dari Bupati/Wali kota 

kepada Gubernur 

 

 

 

 

* Hasil Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang telah disinkronisasi dengan 

Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri 

** Hasil Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

*** Data/dokumen terkait penetapan dan penegasan batas Desa yang telah mendapatkan Rekomendasi 

Hasil Verifikasi dan Supervisi Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 
 

Provinsi 

11 

Surat Keputusan Gubernur Tentang 

Pembentukan Tim Penataan Desa Tingkat 

Provinsi 

  

 

12 
Keputusan Gubernur terkait Hasil Evaluasi 

Ranperda  
  

 

13 
Nomor Register Ranperda Kabupaten/Kota yang 

telah dievaluasi 
   

 

14 

Gubernur Menyampaikan Ranperda yang telah 

diberikan nomor Register Ranperda kepada 

Menteri, dilengkapi dengan dokumen: 

 

 

 

a.​ Hasil Evaluasi Ranperda oleh Gubernur    

b.​ Ranperda Kab/Kota yang telah 

mendapatkan Nomor Register  

 
 

 

c.​ Hasil evaluasi tingkat perkembangan 

pemerintahan Desa; 

 
 

 

d.​ Berita acara musyawarah Desa;     

e.​ Perkembangan pelaksanaan Desa 

persiapan; 

 
 

 

f.​ Kondisi sarana dan prasarana 

pemerintahan Desa persiapan 

 
 

 

g.​ Dukungan anggaran Desa persiapan    

h.​ Hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.    

15 

Surat Permohonan Penerbitan Kode Desa 

dilampiri Nomor Registrasi usulan Penataan 

Desa dari Gubernur kepada Menteri Dalam 

Negeri 

   

16 

Berita Acara Hasil Evaluasi Kelengkapan 

Persyaratan Usulan Penataan Desa oleh Tim 

Penataan Desa Tingkat Provinsi 

   

17 

Surat Pernyataan dari Pejabat Pemerintah 

Provinsi yang bahwa dokumen usulan telah 

dilakukan evaluasi dan bersedia bertanggung 

jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen 

usulan penataan Desa 

   

 

Keterangan tambahan: 

1.​ Dokumen yang disampaikan asli atau sudah dilegalisir. 

2.​ Dokumen akan dikembalikan/tidak dapat diproses apabila dokumen tidak sesuai 

check list tersebut. 
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